
6. Undang ...

wa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
be sih, efektif, efesien, transparan, dan akuntabel serta
pe ayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu
m nerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di
Li gkungan Pemerintah Kota Langsa;

b. b wa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan
Pr siden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Be basis Elektronik, menyebutkan bahwa setiap Kepala
D~rah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan
m netapkan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah;

c. b wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
PIa huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
W ikota tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

1.U dang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kofta Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 1 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
In I onesia Nomor 4110);

2. U~_dang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
A:Eh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

3. U~dang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Trarisaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Talhun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
In~onesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa
k~i terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024
te~tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11
T un 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(L mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1,
T bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. U4dang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
In~ rmasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2 08 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
In onesia Nomor 4846);

5. U I dang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
blik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
mor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

N mor 5038);
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rnernanfaatkan ...

Dal Peraturan Walikota ini, yang dirnaksud dengan:
1. D~rah adalah Kota Langsa.
2. P rnerintah Daerah adalah Pernerintah Kota Langsa.
3. W ikota adalah Walikota Langsa.
4. P rangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Sil tern Pernerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya

di ingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan

Pasal 1

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK.

MEMUTUSKAN:

6. U~ ang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
N0Eor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No or 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
de gan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang
pe+etapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
NoEor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Un ang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
No or 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No or 6856);

7. unfiang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20~4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
In onesia Nomor 5601);

8. Pe aturan Pernerintah Nornor 61 Tahun 2010 tentang
Pe~sanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lernbaran Negara Republik
In10nesia Tahun 2008 Nornor 99);

9. Pe~aturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Pefyelenggaraan Sistern dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Nepara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 185, Tambahan
Le~baran Negara Republik Indonesia Nornor 6400);

10. Pe raturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistern
Pe erintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
In onesia Tahun 2018 Nomor 182);

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
No!mor112);

12. Peraturan Presiden Nornor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

13. pe~turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Re ormasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pe antauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elrktronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020N1rnor 994);



transaksi ...

m;anfaatkan teknologi infonnasi dan komunikasi untuk
me berikan layanan kepada pengguna SPBE.

6. Te ologi Infonnasi dan Komunikasi adalah suatu teknik
Ufk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses,
m gumumkan, menganalisis, dan Iatau menyebarkan
inti nnasi serta komunikasi.

7. Pe yanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
daJIam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
derh.ganperaturan perundangundangan bagi setiap warga
nek~a dan penduduk atas barang, jasa danjatau pelayanan
adk.inistratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

8. pelli!yanan NonPublik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
da am rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
de gan peraturan perundangundangan bagi internal
pe yelenggara pelayanan publik atas barang, jasa, dan/ atau
pe yanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pe yanan publik.

9. ~~~:e~ !~~!canS:!E s:~:~r:~ahme~~~~~;n;:~aks::~~
SPf3Edi Pemerintah KotaLangsa.

10.In astruktur SPBEadalah semua perangkat keras, perangkat
lu ak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk
m njalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan
d penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan
pe angkat elektroniklainnya.

11.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur
elektronik yang berfungsi untuk mempersiapkan,
mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, mengirimkan,dan/ atau menyebarkan infonnasi
elektronik.

12.In~ormasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rabcangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat
elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atauPiI orasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat
di I ahami olehorang yangmampu memahaminya.

13.D kumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam
bertuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau
se~~nisnya,yang dapat dilihat, ditampilkan darr/atau didengar
m~laluikomputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak
te~batas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto
atfu sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau
perforasi yang memilikimakna atau arti atau dapat dipahami
ol<fhorang yang mampu memahaminya.

14.Trrnsaksi Elektronikadalah perbuatan hukum yang dilakukan
dergan menggunakan komputer, jaringan komputer danj atau
mfia elektronik lainnya.

15.P yelenggaraan Transaksi Elektronik adalah rangkaian
kGfiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengirim
d~ Penerimadengan menggunakan sistem elektronik.

16.S9rtifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik
yarg memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam



penerapan ...

saksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara
.fikasi elektronik.
anan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem

inf rmasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan,
ke ocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan
informasi sesuai den gan prinsip kerahasiaan, keutuhan,
ke,slian dan nir penyangkalan informasi.

18.Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar,
tartda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang
merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya
di!?fnakan sebagai masukan sebuah sistem informasi.

19. Pu at Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan
sis em elektronik dan komponen terkait lainnya untuk
ke erluan penernpatan, penyimpanan dan pengolahan data,
d pemulihan data.

20. W idata adalah pemilik data sesuai tugas pokok dan
fu gsinya.

21. Ko e sumber adalah kode-kode kunci pada database yang
di nakan untuk pengembangan dan perubahan database.

22. Vi aster RecoveryCenteradalah suatu fasilitas yang digunakan
un k memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi­
fu gsi penting Sistem Informasi yang terganggu atau rusak

bat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau
m usia.

23. M syarakat Informasi adalah Masyarakat yang mempunyai
ak ivitas, ekonomi, politik, sosial, dan budaya melalui proses
pr duksi, konsumsi, dan distribusi informasi, ditandai dengan
intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan
teknologi komunikasi.

24. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan
arJ.h dan Langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang
terintegrasi.

25. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana
I

SP~E yang diterapkan di Pemerintah Daerah.
26. Si~tem Informasi Administrasi OnlineMasyarakat Langsa, yang

se1anjutnya disebut Langsa Carong adalah sebuah sistem
infprmasi Smart City berbasis website dan aplikasi mobile yang
dibangun untuk melayani masyarakat Kota Langsa secara
on~ine.

27. Keamanan Informasi Publik adalah terjaganya kerahasiaan
(confidentially), keutuhan (integrity), dan ketersediaan
(a&ailability), nirpeyangkalan (NonRepudation) informs public;

28. Pe~sandian adalah kegiatan di bidang pengamanan
d~tal informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan
konsep, teori, seni, dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung
lainya secara sistematis, metodologis, dan konsisten, terkait
p~tia etika profesi sandi.

29. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpa:r:,
di~elola, dikirim, dan / atau diterima oleh suatu badan public
yarig berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan/ atau penyelenggaran dan penyelenggaraan badan
p~blik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang serta
in*rmasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

30. In ormasi Berklasifikasi adalah informasi publik yang
d' ecualikan menu rut ketentuan perundang-undangan,

31. Si~tem manajemen Pengaman Informasi adalah pengaturan
k lwajiban bagi penyelenggara Sistem Elektronik dalam



SPBE...

pery.erapan manajemen pengamanan informasi berdasarkan
as,s risiko.

32. Pengamanan Informasi adalah segala Upaya untuk
judkan keamanan informasi.

ing Komunikasi Sandi adalah keterhubungan antar
pe gguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.

34. Ba is Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan
da dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan
ter truktur.

35. Apltkasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau
inftrmasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga
memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam
memperoleh data atau informasi yang diperlukan.

36. se~tver adalah sebuah komputer yang didesain untuk
m proses permintaan dan mengirim data ke komputer lain
rna alui internet atau jaringan lokal.

37. Sijtem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya
peiangkat komputasi berupa perangkatperangkat komputer
ya!fg saling terhubung melalui sistem komunikasi data,
serr-inggadapat di akses secara bersama.

38. Pe yediaan Infrastruktur SPBE adalah kegiatan yang meliputi
erjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan
arnpuan infrastruktur darr/ atau kegiatan pengelolaan
astruktur dan / atau pemeliharaan infrastruktur dalam

r gka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
39. Pengguna SPBE Pemerintah Daerah adalah Pemerintah

Dabrah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan,
m%1syarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan
La anan SPBE Pemerintah Kota Langsa.

40. Ta a Kelola SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka kerja
yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan
pergendalian dalam penerapan SPBE di Lingkungan
Pererin tah Kota Langsa secara terpadu.

41. Mflajemen SPBE Pemerintah Daerah adalah serangkaian
pr?ses untuk mencapai penerapan SPBE Pemerintah Kota
Lap-gsa yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta
la~anan SPBE yang berkualitas.

42. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktu~
dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
masing-rnasing Perangkat Daerah.

43. A~likasi SPBE adalah salah satu atau sekumpulan program
kopputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan
tugas atau fungsi layanan SPBE.

44. ARlikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan
digunakan secara bagi pakai di Lingkungan Pemerintah Kota

L~gSa.
45. A ,likasi Khusus. adalah Aplika~i SPBE yang diban.gun~

di embangkan, digunakan, dan dikelola oleh satuan kerja di
Lingkungan Pemerintah Kota Langsa untuk memenuhi
k9~utuhan khusus sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah
K~ta Langsa.

46. K~~anan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu
dCfam pelaksanaan SPBE.

47. Adsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah kerangka dasar
yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
i ormasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan



b. keterpaduan. ..

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
a. eiJktifitas;

Pasal2

BABII
PRINSIP,MAKSUDDANTUJUAN

SPBE Pemerintah Kota Langsa untuk menghasilkan layanan
SPBE yang terintegrasi.

48. Layanan SPBE Pemerintah Daerah adalah keluaran yang
dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE di
Lirigkungan Pemerintah Kota Langsa dan yang memiliki nilai
m£faat.

49. A~it Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya
di ingkat Audit TIK adalah proses Audit Teknologi Informasi
d Komunikasi SPBE yang sistematis untuk memperoleh dan
mellf'gevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi
inti rmasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan
tin kat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi
dengan kriteria dan/ atau standar yang te1ah ditetapkan.

50. Pe$~ntegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau
b~r.an-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain,
sehingga dapat terjaga integritas ke seluruh bagian.

51. Jafngan Intra Pemerintah Kota adalah jaringan tertutup yang
m9nghubungkan antar simpul jaringan satuan kerja di
Littgkungan Pemerintah Kota Langsa.

52. Pusat Data Pemerintah Kota adalah fasilitas yang digunakan
un~1k penempatan sistem elektronik dan komponen terkait
lai nya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan
pe I golahan, dan pemulihan data Pemerintah Kota Langsa.

53, Evaluasi SPBE Pemerintah Kota adalah suatu proses penilaian
defgan metode tertentu yang dilakukan oleh evaluator SPBE
Pemerintah Kota Langsa terhadap pe1aksanaan SPBE di
Lirigkungan Pemerintah Kota Langsa.

54. EVhluator SPBE Pemerintah Daerah adalah seseorang atau
sekelompok orang atau satuan kerja yang melakukan evaluasi
atas pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota

I
~gsa.

55.Intf!roperabilitas Data Pemerintah Daerah adalah koordinasi
dah kolaborasi antar proses bisnis dan antar system elektronik
balk internal maupun eksternal Pemerintah Kota Langsa dalam
rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE
peferintah Kota Langsa.

56. Si~tem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah adalah
perangkat integrasi/ penghubung untuk melakukan
pettukaran Layanan SPBE Pemerintah Kota Langsa.

57.Kerahasiaan adalah aspek keamanan in~ormasi yang me.nj~in
informasi tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali pihak
yangmemiliki otoritas.

58, Kepirsangkalan (nonrepudiation) adalah aspek keamanan
informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh
pihak pengirim maupun penerima.

59, MAnajemen data adalah proses mengolah data, menyimpan,
mengatur, dan memeihara pusat data yang dimiliki oleh
sebuah organisasi.



e. proses Bisnis ...

(1) ata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan
neur-urrsur SPBE secara terpadu.

(2) nsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
eliputi:
· rene ana Induk SPBE;
·arsitektur SPBE;
· peta Rencana SPBE;d. rencana dan Anggaran SPBE;

Pasal6

Ruru::tglingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE meliputi:
a. tam kelola SPBE;
b.manajemen SPBE;
c. audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Id. penyelenggara SPBE;
e. petcepatan SPBE; dan
f. pertauan dan Evaluasi SPBE.

BABN
TATAKELOLASISTEMPEMERINTAHANBERBASIS

ELEKTRONIK
Bagian Kesatu

Umum

Pasal5

BABIII
Ruang Lingkup

Pengoturan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:
a. m9ningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam
pe:ljwelenggaraanpemerintahan;

b. m9mudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik;
dan

c. mdwujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam
pe>yelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal4

Peng turan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan
seba ai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan
pengembangan SPBE di Daerah, sehingga dapat berjalan dengan
baik dan berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan
peru dang-undangan.

Pasa13

b. ke erpaduan;
c. be kesinambungan;
d. efi iensi;
e. ntabilitas;
f. int roperabilitas; dan
g. ke anan.



(5)Reviu...

I Pasal9

(1) Atsitektur SPBEdisusun dengan berpedomanpada Arsitektur
SfBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

(2) Arsitektur SPBEdisusun untuk jangka waktu 5 (lima)tahun
d ditetapkan olehWalikota.

(3) U tuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur
S BENasional,Walikotaberkoordinasi dan dapat melakukan
K nsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
P merintahan di BidangAparatur Negara.

(4) A sitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan
un terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai

d ngan kebutuhan.

BagianKetiga
Arsitektur SistemPemerintahanBerbasis Elektronik

1 Pasal8

Pem tauan dan EvaluasiRencana Induk SPBEdi koordinasikan
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan
Peme intahan di BidangPerencanaan PembangunanDaerah.

(1) R ncana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
a at (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan arab
P laksanaan SPBEyang terpadu dan berkesinambungan.

(2) R ncana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ping sedikitmemuat:
a. visi,misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
b. arah kebijakan SPBE;
c. strategi SPBE;dan
d. peta rencana strategis SPBE.

(3)R ncana Induk SPBE disusun berdasarkan Rencana Induk
S BE Nasional, Rencana Pebangunan Jangka Panjang
D erah, dan Grand DesignReformasiBirokrasi.

(4)Penyusunan Rencana Induk SPBE di koordinasikan oleh
P~rangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahandi BidangPerencanaan PembangunanDaerah.

(5)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d~susun dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota
tersendiri.

Pasal 7

BagianKedua
Rencana Induk SistemPemerintahan

Berbasis ElektronikNasional

e. proses Bisnis;
f. data dan Informasi;
g. infrastruktur SPBE;
h aplikasi SPBE;
i. keamanan SPBE;dan
j. layanan SPBE.



(2) Untuk ...

Rencaria dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses
perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.

j Pasal 12

(1) rmerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE
sEbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan berpedoman
~ da Arsitektur SPBEdan Peta Rencana SPBE.

Pasal 11

(1) P~ta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman kepada Peta
Rfncana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana
P1mbangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Syategi Pemerintah Daerah.

(2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima)
t~un dan ditetapkan oleh Walikota.

(3) 'l!rtuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta
Rencana SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan Menteri yang
rrienyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Aparatur
Negara.

(4) P~ta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan
t~un terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai
dengan kebutuhan.

(5) Rbviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan berdasarkan:
a perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
b. perubahan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
c perubahan Arsitektur SPBE; atau
d. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

(6) R,bviuPeta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerahyig membidangi Komunikasi dan Informatika.

I

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik

Pasall0

Bagian Keempat
eta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(5) R viu Aritektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
di akukan berdasarkan:
a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
b. hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud

dalam Pasal6 Ayat (2) Huruf d sampai dengan hurufj; atau
d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah.
(6) R viu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

di akukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
san Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Infonnatika.



Bagian...

Pasal16

(1) ~ata dan Informasi mencakup semua jenis data dan
iljlformasiyang dimiliki oleh Pemerintah Daerah danj atau
yang diperoleh dari Masyarakat, pelaku usaha danIatau
pihak lain.

(2) R£nggunaandata dan Informasisebagaimanadimaksud pada
at (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data
an informasi antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan
tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi,

~

anpemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi
ang ditetapkan PemerintahPusat.

(3) emerintah Daerah menggunakan data dan informasi
ebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada
rsitektur SPBE.

(4) 'enyelenggaraan tata Kelola data dan informasi antar
erangkat Daerah di Koordinasikanoleh Perangkat Daerah
ang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang
serencanaan Pembangunandaerah.

BagianKetujuh
Data dan Informasi

(1) Pmyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan
P doman dalam Penggunaan data dan Informasi serta
P nerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan
SPBE.

(2) Pemerintah Daerah Menyusun Proses Bisnis berdasarkan
ptda ArsitekturSPBE.

Pasal 14

pros~ Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi
untu mendukung Pembangunan atau PengembanganAplikasi
SPB dan LayananSPBEyang terintegrasi.

1 Pasal15

Dala penyusunan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 dan Pasal 14, Walikota berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan
urus~ Pemerintahan di bidang aparatur negara dan Menteri
yangImenyelenggarakanurusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 13

BagianKeenam
ProsesBisnis

(2) U tuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE,
p nyusunan rencana dan anggaran SPBE dikoordinasikan
011 h Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang
p rencanaan PembangunanDaerah.



(3)Dalam...

Pasal 20

(1) ~enggunaan Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk

~

emUdahkan dalam melakukan integrasi antar layanan
PBE.

(2) emerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung
ayanan Pemerintah sabagaimana dimaksud pada ayat (1).

(1) Pfnyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1)huruf a, dapat menggunakan jaringan
fi~ikyang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan Iatau
yfmgdibangun oleh PenyediaJasa LayananJaringan.

(2) PFnggunaanJaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan
pengamanan data dan informasi antar simpul jaringan di
lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) ~emerintah daerah mengelola dan mengendalikan keamanan
Jaringan Intra yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerahrg membidangiKomunikasidan Informatika.

Pasal 19

(1) Penggunaan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dan Pasal 7 bertujuan untuk meningkatkan
efisiensi dan keamanan.

(2) KF,mudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan
Irifrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.

(3) Penggunaan Infrasstruktur SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di lingkungan
Prmerintah Daerah.

(4) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE harus
di dasarkan pada Arsitektur SPBE.

(5) Pfnyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur SPBE sebagaimana
dfmaksud dalam Pasal 17 ayat (1) di fasilitasi oleh Perangkat
Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informasi.

Pasal 18

(1) frastruktur SPBE terdiri atas:
a. jaringan Intra; dan
b. sistem Penghubung Layanan.

(2) J ingan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
erupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh

P merintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul
j ingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) S stem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, merupakan Sistem Penghubung Layanan
y g diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk
elakukan pertukaran layanan SPBE di lingkungan

P merintah Daerah.

Pasal17

Bagian Kedelapan
nfrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



pectimbangan...

(1) emerintah Daerah dapat melakukan pengembanganAplikasi
PBEmengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.

(2) alam hal pengembanganAplikasiSPBEmenggunakan kode
s mber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan

Pasal23

(1) Ppmerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2)harus menggunakanAplikasiUmum.

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi
ymum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah
Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi
Umum.

(3) alam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud
p da ayat (2),PemerintahDaerah harus:
a telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi
Umumditetapkan;

b. me1akukankajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan

I dan pengembanganaplikasi sejenis;
c melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuai
dengan ProsesBisnis dan fungsi pada AplikasiUmum;dan
. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.

Pasa122

(1)Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk
memberikanLayanan SPBE.

(2)Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

:t'~~likaSiUmum;dan
b AplikasiKhusus.

(3) K terpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi
SPBE di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kbmunikasi dan informatika.

Pasal21

BagianKesembilan
AplikasiSistemPemerintahanBerbasis Elektronik

(3) menggunakan Sistem Penghubung Layanan
s bagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah
h. s:
a. membuat keterhubungan dan akses jaringan intra dengan
jaringan Intra Pemerintah;

b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE
yang di tetapkan Pemerintah;

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika;dan

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari
kepala Lembaga yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang keamanan siber.



Bagian...

(1) Kfamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan,
krutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan
(nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi,
infastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.

(2) P~njaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(~) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan,
pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

(3) P~njaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dflakukan dengan pendeteksian modifikasi.

(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.

(5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan
validasi.

(6) Pfnjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana
d~maksudpada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda
tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpecaya melalui
penggunaan sertifikatdigital.

]
Pasal26

(1) PemerintahDaerah harus menerapkan KeamananSPBE.
(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan

~

rmaSa1ahan Keamanan SPBE, Pemerintah Daerah dapat
elakukan konsultasi dan/ atau koordinasi dengan kepala
mbaga yang menyelenggarkan tugas pemerintahan di

bidangkeamanan siber.
(3) PfEnerapanKeamanan SPBEharus memenuhi standar teknis

dan prosedur KeamananSPBEyangditetapkan.

Pasal25

Bagian Kesepuluh
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembangunan dan
pJngembangan Aplikasi Khusus.

(2) P~mbangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
s bagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
sitektur SPBE.

(3) S belum melakukan Pembangunan dan Pengembangan
A likasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
P merintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari
enteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

b dang aparatur negara.
(4) P mbangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus

s bagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
s andar teknis dan prosedur Pembangunan dan
P ngembangan Aplikasi yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal24

p' rtimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan
p merintahan di bidang komunikasi dan informatika.



beberapa ...

(1) emerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE
idasarkan pada Arsitektur SPBE.

(2) I tegrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
erupakan proses menghubungkan dan menyatukan

Pasal30

(1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi layanan yang
mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran,
pekerjaan, dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan
i~formasi, lingkungan hidup, Kesehatan, jaminan sosial,
erergi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,
pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

(2) lkyanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan
rbengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.

(3) dalam hal layanan publik berbasis elektronik rnemerlukan
l\plikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(:2) huruf b, Pemerintah Daerah dapat melakukan
Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Pasal 29

(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
sJbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a,
rrteliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang
Pfrencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang
dan jasa kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik
negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain
sbsuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.

(2) Ifyanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan
Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2)huruf a.

Pasal28

Pasal27

Bagian Kesebelas
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(1) yanana SPBE terdiri atas:
a.layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik;
dan

b layanan publik berbasis elektronik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan
la[vanan SPBE yang mendukung tata laksana internal
bfokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan

$ntabilitas.
(3) anan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud

a ayat (1) huruf b, merupakan layanan SPBE yang
~endukung pelaksanaan pelayanan publik.

(4) y!yanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Dinas terkait yang membidangi
Kbmunikasi dan Informatika.



pengoperasian...

(1) *anajemen Kemanan Informasi sebagaimana dimaksud
~alam pasal 31 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin
MeberlangsunganSPBEdengan meminimalkandampak risiko

1amanan informasi.
(2) anajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui

rangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup,
enetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan

Pasal 33

BagianKetiga
ManajemenKeamananInformasi

(1) ~anajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 31
ayat (1)huruf a, bertujuan untuk menjaminkeberlangsungan
~rBE dengan meminimalkandampak risiko dalam SPBE.

(2) ~~najemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis,
pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko
dalarn SPBE.

(3)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakeanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE
yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasa132

BagianKedua
ManajemenRisiko

(1) anajemen SPBEmeliputi:
a manajemen risiko;
b manajemen keamanan informasi;
c. manajemen data;
d manajemen asset dan teknologi informasi dan komunikasi;
e'l manajemen sumber dayamanusia;
f. manajemen pengetahuan;
g manajemenperubahan; dan
hEanajeman LayananSPBE

(2) P merintah daerah melaksanakan manajemen SPBE
s bagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
S dar NasionalIndonesia.

Pasal31

BABV
Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Bagian Kesatu
Umum

bZberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja
1 anan SPBE.

(3) I tegrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi
Komunikasi dan Informatika.



(2)Manajemen ...

(1) ~anajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 31 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin
Meberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam
SPBE.

Pasal36

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

dan komunikasi
(2) dilaksanakan
teknologi informasi

(1) ~anajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
sfbagaimana dimaksud dalarn pasal 31 ayat (1) huruf d,
bFrtujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi
pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam
siPBE.

1
(2) Manajemen Aset teknologi informasi dan komunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan,
db penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang
cligunakan dalam SPBE.

(3) Manajemen asset teknologi informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat
t)erdasarkan pedoman manajemen aset
dan komunikasi SPBE yang ditetapkan.
I

Pasal35

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

(1) anajemen Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat
( ) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data
yf.lg akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses
sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian Pembangunan Daerah.

(2) ~anajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur
data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.

(3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
d¥aksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE
yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal34

Bagian Keempat
Manajemen Data

p. ngoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan
t~rhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(3) ~anajemen Keamanan Informasi dan komunikasi
s~bagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan pedoman manajemen asset teknologi informasi
dan komunikasi SPBE yang ditetapkan.



(2)Manajemen ...

(1) anajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam
P sal 31 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjarnin
k berlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE
k~pada Pengguna SPBE.

Pasa139

Bagian Kesembilan
ajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(1) 1'1anajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal
3~ ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin
kfberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE
melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.

(2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ctflakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis,
pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi
terhadap perubahan SPBE.

(3) anajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
d laksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan
S BE yang ditetapkan.

Pasal38

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

(1) anajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas
1 anan SPBE dan mendukung proses pengambilan
K putusan dalam SPBE.

(2) anajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih
p~ngetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(~) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
pengetahuan SPBEyang ditetapkan.

Pasal37

Bagian Ketujuh
Manajeman Pengetahuan

(2) anajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
Pfda ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses
p rencanaan, pengembangan, pembinaan, dan
p ndayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

(3) anajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan
d· kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan
T ta Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

(4) anajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
p ,da ayat (2)dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
s mber daya manusia SPBEyang ditetapkan.



(2) Pelaksanaan ...

(1) Dalam melaksanakan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana
cIlimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, Pemerintah
Oaerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan
~elaporan audit Infrastruktur SPBE.

Pasal41

Bagian Kedua
dit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(1) Audit Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi terdiri atas:
a, audit Infrastruktur SPBE;
bl audit Aplikasi SPBE; dan
c. audit Keamanan SPBE.

(2) Apdit Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi meliputi
pemeriksaan hal pokok teknis pada:
al penerapan tata kelola dan manajemen teknologi inforrnasi

dan komunikasi;
b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
c1 kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang

dihasilkan; dan
d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh
lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pemerintah atau Lembaga Audit terakreditasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan
bbrdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit
knologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal40

BABVI
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bagian Kesatu
Umum

(2) anajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(~) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan
Pfngguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan
Pyngelolaan Aplikasi SPBE.

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(~) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan,
gangguan, masalah, perrnintaan dan perubahan layanan

a
BE dari Pengguna SPBE.

(4) ngoperasian Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
erupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan
frastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(~) merupakan kgiatan pembangunan dan pengembangan
aplikasi yang berpedoman pada metodologi Pembangunan
dpl Pengembangan Aplikasi SPBE.

(6) ~anajemen Layanana SPBE sebagaimana dimaksud pada
a at (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen
L·yanan SPBE yang ditetapkan.



(2) Pelaksanaan ...

Pasal44

(1) alikota menetapkan kebijakan SPBE di lingkungan
emerintah Daerah.

I BABVII
~enyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(1) '?1udit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal4p ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. audit keamanan infrastruktur SPBE;
b. audit keamanan Aplikasi Khusus.

(2) A,udit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan
A1plikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun
oleh Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan
Ir.formatika.

(3) Dalam melaksanakan audit keamanan infrastruktur SPBE
dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud
Jada ayat (3) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan
klementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
hldang komunikasi dan informatika terkait pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan audit keamanan infrastruktur SPBE
dan audit keamanan Aplikasi Khusus.

Pasal43

I Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Bagian Ketiga

r
Udit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal42

(1) Afdit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
a at (1) huruf b, terdiri atas:
a Audit Aplikasi Umum; dan
b Audit Aplikasi Khusus.

(2) Apdit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan
apdit aplikasi SPBE dengan berpedoman pada ketentuan
Pfraturan perundang-undangan.

(3) Pemerintah dapat melakukan audit aplikasi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 1
(~atu) kali dalam 2 (dua) tahun.

(4) 9alam me1aksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana
dtmaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkoordinasi
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan
Pfmerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

(2) P laksanaan Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana
d maksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan
p rundang-undangan.



(3)Pernantauan ...

(1) ~emantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur

~

ernajuan dan rneningkatkan kualitas SPBE di lingkungan
ernerintah Daerah.

(2) oordinator SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
elakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE secara
erkala paling sedikit satu kali dalam setahun.
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BABIX
PEMANTAUANDANEVALUASI

SISTEMPEMERINTAHANBERBASISELEKTRONIK
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Pendanaan yang diperlukan untuk percepatan SPBE di
lingIttngan Pernerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran
Pen9apatan Belanja Kota Langsa dan Sumber dana lainnya yang
sah, ~erta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.

Bagian Kedua
Pendanaan Percepatan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(1) ntuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah
d pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di
li gkungan Pemerintah Daerah.

(2) P rcepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
d lakukan dengan membangun Infrastruktur SPBE untuk
emberikan Layanan SPBE.

(3) L yanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
d prioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di
b dang:
a perencanaan;
b penganggaran;
c pengadaan barang dan jasa pemerintah;
d akuntabilitas kinerja;
e. pemantauan dan evaluasi;
f. kearsipan;
g kepegawaian; dan
. pengaduan pelayanan publik.
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BABVIII
Percepatan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Bagian Kesatu
Umum

(2) P laksanaan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah
qaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
o eh Sekretaris Daerah.

(3) ordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
empunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan

k bijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.



TALANGSATAHUN2025 NOMOR1131BERITADAERAH

Diundangkan di Lalgsa
pada tanggal 26 Mei 2025 M

28 Drlqaidah 1446 H

~Pj. SEKRETARIS D E OTA LANGSA, ~ ~.

SENTANAS. PUTRA~JE

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 26 Mei 2025 M

28 Dzulqaidah 1446H

\~ WALIKOTALANG~

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah KotaLangsa.

Pad saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan
Wali ota Langsa Nomor34 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Sist9m Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan
Pemerintah Kota Langsa (BeritaDaerah Kota Langsa Tahun 2020
Nom,r888)dicabutdan dinY:~:~otidak berlaku.

peraluran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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BABXI
KETENTUANPENUTUP

Infra truktur SPBE yang sudah tersedia di lingkungan Perangkat
Daer sebelum Peraturan Walikota irn berlaku tetap
dim faatkan sampai dengan terselenggaranya infrastruktur
SPB yang terpadu.
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BABX
KETENTUANPERALIHAN

(3) P mantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
() di dasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang
d tetapkan.


